SALINAN

Ly AL

BUPATI MOROWALI UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR 12 TAHUN 2017

TENTANG

TUGAS DAN FUNGSI MASING-MASING JABATAN PADA ORGANISASI

Menimbang

Mengingat

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
PEMADAM KEBAKARAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MOROWALI UTARA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan
Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 11 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Morowali Utara, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Tugas dan Fungsi Masing-Masing Jabatan
Pada Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam
Kebakaran;

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang
Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi
Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 54 14);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);
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Menetapkan

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang
Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Jabatan
Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan
Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor
100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri
Sipil dalam Jabatan Struktur (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 11
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Morowali Utara (Lembaran
Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016 Nomor
11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali
Utara Nomor 25);

8. Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 38 Tahun 2016
tentang Kedudukan dan Struktur Organisasi Dinas
Daerah (Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun
2016 Nomor 38);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS DAN FUNGSI
MASING-MASING JABATAN PADA ORGANISASI SATUAN
POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
DAERAH.



BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.

2.
3.
4

Kabupaten adalah Kabupaten Morowali Utara.

Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Morowali Utara.
Bupati adalah Bupati Morowali Utara.

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran adalah Satuan
Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Daerah Kabupaten
Morowali Utara.

Kepala Satuan adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam
Kebakaran Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPT Dinas adalah
unsur pelaksana teknis dinas daerah yang melaksanakan kegiatan
teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
Kelompok Jabatan Fungsional adalah himpunan kedudukan yang
mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang
Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan

tugasnya didasarkan pada keahlian dan keterampilan.

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI
Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran
Pasal 2

Susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Daerah terdiri atas :

a.

b.

Kepala Satuan;

Sekretaris, membawahi :

1. Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset; dan

2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum membawahi :

1. Seksi Pembinaan Gangguan Ketentraman;

2. Seksi Pembinaan Ketertiban Umum; dan

3. Seksi Data Informasi dan Pelaporan.

Bidang Penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Sumber
Daya Alam membawabhi :

1. Seksi Penegakan Perda dan Perbup ;

2. Seksi Koordinasi dan Pembinaan PPNS; dan

3. Seksi Pemberdayaan PPNS.

Bidang Pemadan Kebakaran membawahi :

1. Seksi Penyusunan Rencana Induk Proteksi Kebakaran;

2. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran;
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3.

Seksi Operasional, Sarana dan Prasarana.

f. Unit Pelaksana Teknis Dinas;

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Kepala Satuan
Pasal 3

(1) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam kebakaran Daerah

mempunyai tugas membantu Bupati serta memimpin, merencanakan,

merumuskan, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mengawasi

penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, pada

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Kepala Satuan mempunyai fungsi :

a.
b.
C.

perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya,;

pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup
tugasnya;

pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan

tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Sekretaris
Pasal 4

(1) Sekretaris mempunyai tugas penyiapan penyelenggaraan dan

pengkoordinasian, pelaksanaan tugas serta memberikan pelayanan

administrasi meliputi perencanaan program, keuangan dan aset,

kepegawaian dan umum serta pengembangan pola kerjasama

penanggulangan bencana di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan

Pemadam kebakaran.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Sekretaris mempunyai fungsi :

a.

b.

C.

penyiapan pengelolaan penyusunan rencana dan program kerja
Satuan Polisi Pamong Praja dan pemadam Kebakaran;

penyiapan pengelolahan urusan keuangan dan aset serta urusan
kepegawaian dan umum;

penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan rumusan Kebijakan
Koordinasi Penyusunan Program secara terpadu;
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d.

€.

f.

penyiapan perumusan kebijakan monitoring, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas-tugas kesekretariatan dan kepala bidang;
penyiapan pengkoordinasian/kerjasama dan kemitraan dengan Unit
Kerja/Instansi/Lembaga atau pihak ke tiga di bidang pengelolaan
pelayanan masyarakat; dan

melaksanakan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 5

(1) Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas

melaksanakan koordinasi, menyusun perumusan program kebijakan,

pengelolaan keuangan dan aset milik daerah, fasilitsi dan evaluasi

pelaporan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah di lingkungan

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Daerah.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset Daerah mempunyai fungsi :

a.

melaksanakan penyusunan program, perumusan kebijakan teknis
administrasi, rencana kegiatan dan anggaran;

melaksanakan pengelolaan data dan informasi keuangan dan aset;
melaksanakan pengoordinasian penyusunan rencana dan program
kerja dengan sub unit kerja lain di lingkungan Dinas;

melaksanakan evaluasi dan pelaporan rencana anggaran, perumusan

kebijakan penyusunan kegiatan dan program kerja dinas;

e. melaksanakan evaluasi pelaporan dan monitoring keuangan dan aset;

melaksanakan tugas kedinasan lain yang di berikan oleh pimpina.

Pasal 6

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan

pengoordinasian, penatalaksanaan kepegawaian dan dukungan

administrasi umum yang menjadi tanggung jawab di lingkungan Satuan

Polisi Pamong Praja dan pemadam kebakaran Daerah.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

a.

melaksanakan kebijakan teknis administrasi kepegawaian dan
menghimpun, pengumpulan dan pengolahan data pegawai sesuai
pedoman administrasi kepegawaian;

melaksanakan urusan administrasi kantor seperti surat menyurat,
kearsipan surat yang masuk dan surat yang keluar;

melaksanakan petunjuk teknis menyusun daftar induk kepegawaian,
Daftar Urut Kepangkatan (DUK) dan nominatif pengelolaan system
informasi management kepagawaian untuk tertibnya adminitrasi

kepegawaian;



. melaksanakan pengumpulan data pegawai usulan kenaikan pangkat,

kenaikan gaji berkala, pembuatan kartu pegawai (KARPEG), asuransi
kesehatan (BPJS), TASPEN, kartu suami/istri (KARSU/KARSI),
pemberian tanda penghargaan/tanda jasa, pengisian pejabat
struktural /fungsional, mutasi pegawai dan lain-lain;

melaksanakan pembuatan Surat Keputusan Kepala Dinas dan Surat
Keputusan Bupati;

. melaksanakan penyusunan rencana pengelolaan administrasi dan

optimalisasi usulan permintaan kepegawaian sesuai kebutuhan
formasi unit tugas

melaksanakan evaluasi penyiapan bahan perlengkapan yang
dibutuhkan masing-masing bidang;

melaksanakan monitoring evaluasi dan pelaporan Sub Bagian Umum
dan Kepegawaian; dan

melaksanakan tugas kedinasan lain yang di berikan oleh pimpinan.

Bagian Ketiga
Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Daerah
Pasal 7

(1) Bidang Ketentraman dan Ketertiban umum mempunyai tugas,

memimpin, mengkoordinasikan, penyiapan pedoman data operasi

gangguan ketentraman, pengendalian ketentraman dan pembinaan

ketentraman serta menghimpun informasi dan pelaporan ketentraman

dan ketertiban di bidang ketentraman dan ketertiban umum Satuan

Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran .

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Bidang Ketentraman dan Ketertiban umum mempunyai fungsi :

a.

penyiapan penyusunan perencanaan dan penetapan program kerja
ketentraman dan ketertiban umum;

penyiapan penyelenggaraan bahan kajian teknis, kebijakan teknis
dan fasilitasi ketentraman dan ketertiban umum seta kerjasama

operasional,

. penyiapan penyelenggaraan pelaksanaan kajian bahan fasilitasi

penyusunan pedoman dan supervise ketentraman dan ketertiban
umum dan kerja sama operasional;
penyiapan kajian bahan koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan

ketertiban umum serta kerjasama operasional;

. penyiapan teknis pengendalian operasional dan penetapan rumusan

pembinaan tugas Polisi Pamong Praja dan pemadam kebakaran di
wilayah Kabupaten Morowali Utara;
penyiapan tugas pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban umum di

wilayah Kabupaten Morowali Utara;



penyiapan pengamanan dan pengawalan pimpinan daerah dan
pejabat lainnya serta pengamanan gedung-gedung milik Pemerintah
Daerabh;

penyiapan perumusan pemelihara ketentraman dan ketertiban umum
di wilayah Kabupaten Morowali Utara;

penyiapan evaluasi dan pelaporan tugas Ketentraman dan Ketertiban
umum masyarakat;

penyiapan pengoordinasi/kerjasama dan kemitraan dengan unit
kerja/ instansi/lembaga atau pihak ketiga di bidang ketentraman dan
ketertiban umum.

melaksanakan tugas kedinasan lain yang di berikan oleh pimpinan.

Pasal 8

(1) Seksi pembinaan gangguan ketentraman mempunyai tugas

melaksanakan, merencanakan, mengkoordinasikan, mengevaluasi dan

melaporkan tugas pembinaan gangguan ketentraman dan penegakan

peraturaan perundang-undangan daerah.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Seksi pembinaan gangguan ketentraman mempunyai fungsi :

a.

melaksanakan program kerja operasional dan rencana kerja seksi
pembinaan, gangguan ketrentraman;

melaksanakan penyusunan dan pengolahan bahan kebijakan teknis
dan fasilitasi pembinaan, gangguan ketrentraman daerah;
melaksanakan pengelolaan data pembinaan gangguan ketrentraman
daerah;

melaksanakan pertimbangan dan saran sebagai pertimbangan

pengambilan kebijakan

. melaksanakan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas pembinaan,

gangguan ketrentraman daerah; dan
melaksanakan tugas kedinasan lain yang di berikan oleh pimpinan.

Pasal 9

(1) Seksi pembinaan ketertiban umum mempunyai tugas melaksanakan

pengkoordinasian, memimpin dan mengendalikan tugas-tugas seksi

ketertiban umum yang meliputi operasi, pengendalian dan kerja sama.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Seksi pembinaan ketertiban umum mempunyai fungsi :

a. melaksanakan penyusunan perencanaan program kerja ketertiban

umum;

b. melaksanakan pengkajian bahan kebijakan teknis dan fasilitasi

ketertiban umum masyarakat seta kerjasama operasional;



(1)

(2)

melaksanakan penyelenggaraan ketertiban umum serta kerja sama
operasional;

melaksanakan rumusan pengkajian bahan fasilitasi penyusunan
pedoman dan supervisi ketertiban umum dan ketentraman

masyarakat;

. melaksanakan koordinasi penetapan rumusan = pembinaan

pengkajian bahan koordinasi penyelenggaraan ketertiban umum
serta kerjasama operasional;

melaksanakan penetapan rumusan pembinaan teknis pengendalian
operasional dan tugas fungsi Polisi Pamong Praja dan pemadam
kebakaran dalam pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum
di wilayah Kabupaten Morowali Utara;

melaksanakan Penetapan rumusan pelaksanaan pengamanan dan
pengawalan pimpinan dan pejabat lainnya serta gedung-gedung milik
pemerintah daerah;

melaksanakan koordinasi/kerjasama dan kemitraan dengan unit
kerja/ instansi/lembaga atua pihak ketiga di bidang ketentraman
dan ketertiban umum;

melaksanakan kerjasama pengawasan dan pengendalian keamanan
dan ketertiban umum dengan pelaksana perlindungan masyarakat
(LINMAS) di daerah Kabupaten Morowali Utara;

melaksanakan evaluasi dan pelaporan tugas ketentraman dan
ketertiban umum daerah; dan

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 10

Seksi Data informasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan

pengumpulan data dan informasi serta mengelolah data hasil analisis

serta menyusun hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pada

seksi data informasi dan pelaporan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Seksi Data informasi dan Pelaporan mempunyai fungsi :

a.

b.

melaksanakan pengumpulan dan mengelolah data informasi dan
pelaporan sesuai jenisnya sebagai bahan penyusunan pelaporan;
melakukan analisis atas hasil evaluasi pelaporan data kegiatan
polisi pamong praja dan pemadam kebakaran daerah;

melaksanakan pelaporan program dan kegiatan polisi pamong praja
dan pemadam kebakaran daerah sesuai kebutuhan sebagai acuan
pelaksanaan tugas unit terkait;

melaksanakan penyusunan rencana kegiatan pengolahan data
sesuai kebutuhan sebagai acuan pelaksanaan tugas unit terkait
serta menyajikan data satuan polisi pamong praja dan pemadam
kebakaran daerah sesuai kebutuhan sebagai bahan informasi;
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(1)

(2)

(1)

e. melaksanakan konsultasikan tugas dengan atasan, baik lisan
maupun tertulis untuk beroleh petunjuk lebih lanjut;

f. melaksanakan pembuatan laporan hasil pelaksanaan tugas secara
berkala sebagai bahan evaluasi; dan

g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keempat
Bidang Penegakkan Peraturan Daerah,
Peraturan Bupati dan Sumber Daya Alam
Pasal 11

Bidang Penegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan SDA
mempunyai tugas penyiapan, mengkoordinasi, mengendalikan dan
mempertanggungjawabkan tugas—-tugas di bidang penegakan peraturan
peraturan daerah dan peraturan bupati yang meliputi pembinaan,
pengawasan, penyuluhan, penyelidikan dan penyidikan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Bidang Penegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Sumber

Daya Alam mempunyai fungsi :

a. menyiapkan penyusunan rencana dan program kerja penegakan
Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Sumber Daya Alam;

b. menyiapkan kebijakan teknis, pengkajian dan fasilitasi penegakan
Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Sumber Daya Alam;

c. penyiapan pedoman, supervisi, pembinaan, pengawasan dan
penyuluhan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Sumber Daya
Alam;

d. penyiapan kajian, fasilitasi, koordinasi penyelenggaraan dan
penyidikan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Sumber Daya
Alam;

e. penyiapan kebijakan teknis operasional penyidikan dan pemeriksaan
serta pelanggaran ketentuan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan
Sumber Daya Alam serta fasilitasi;

f. penyiapan pelaporan teknis operasional penyidikan dan pemeriksaan
pelanggaran tugas penegakan Peraturan Peraturan Daerah, Peraturan
Bupati dan Sumber Daya Alam; dan

g. penyiapan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 12

Seksi Penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati mempunyai
tugas melaksanakan pengkoordinasian, mengendalikan dan evaluasi
serta mempertanggungjawabkan tugas-tugas di bidang penegakan
peraturan daerah dan peraturan bupati yang meliputi pembinaan,
pengawasan, penyuluhan, penyelidikan dan penyidikan .
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(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Seksi Penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati mempunyai

fungsi :

a.

melaksanakan kebijakan teknis rumusan penegakan Peraturan
Daerah dan Peraturan Bupati;

melaksanakan kajian, fasilitasi, penyusunan pedoman dan
penyelidikan serta supervisi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;

. melaksanakan koordinasi penyelenggaraan Peraturan Daerah dan

Peraturan Bupati;

melaksanakan fasilitasi operasional penyidikan dan pemeriksaan
pelanggaran ketentuan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
melaksanakan evaluasi dan pelaporan operasional penyidikan dan
pemeriksaan pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
melaksanakan pelaporan pelaksanaan tugas penegakan Peraturan
Daerah dan Peraturan Bupati; dan

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 13

(1) Seksi Koordinasi dan Pembinaan PPNS mempunyai tugas

melaksanakan, mengkoordinasikan, mengevaluasi dan melaporkan

pelaksanaan tugas pembinaan, pengawasan dan penyuluhan penegakan

peraturaan perundang-undangan daerah.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Seksi koordinasi dan pembinaan PPNS mempunyai fungsi :

a.

melaksanakan penyusunan perumusan bahan kebijakan teknis dan
fasilitasi seksi koordinasi dan Pembinaan PPNS;

melaksanakan pembinaan peningkatan dan pengembangan eksi
koordinasi dan Pembinaan PPNS;

melaksanakan pengelolaan data pembinaan, pengawasan dan
penyuluhan seksi koordinasi dan pembinaan PPNS;

melaksanakan pengendalian, pelaporan dan evaluasi kebijakan teknis
dan fasilitasi seksi koordinasi dan pembinaan PPNS; dan
melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 14

(1) Seksi Pemberdayaan PPNS mempunyai tugas melaksanakan

merencanakan, mengkoordinasikan, mengevaluasi dan melaporkan

pelaksanaan tugas Penyelidikan dan Penyidikan Penegakan Peraturan

Perundang- undangan daerah.

(1) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Seksi Pemberdayaan PPNS mempunyai fungsi :
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(1)

(2)

a. melaksanakan penyusunan rumusan kebijakan teknis, pelaksanaan
pembinaan, peningkatan dan pengembangan seksi Pemberdayaan
PPNS;

b. melaksanakan pengendalian kebijakan teknis operasional, fasilitasi
dan pembinaan pelaksanaan tugas PPNS;

c. melaksanakan penyelidikan dan penyidikan pelangaraan peraturan
perundang-undangan daerah;

d. melaksanakan pengelolaan data hasil penyelidikan dan penyidikan
pelangaraan peraturan perundang-undangan daerah;

e. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi
Seksi Koordinasi dan Pembinaan PPNS;

f. melaksanakan operasional penyidikan dan pemeriksaan pelanggaran
peraturan perundang-undangan daerah;

g. melaksanakan analisa, pelaporan dan evaluasi terhadap jenis dan
bentuk pelanggaran sebagai bahan masukan pengambilan kebijakan
pimpinan; dan

h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kelima
Bidang Pemadam Kebakaran
Pasal 15

Bidang pemadam kebakaran mempunyai tugas penyiapan urusan
pemerintahan, dan tugas pembinaan, pengawasan dan pengendalian
kegiatan dan penyuluhan kebakaran serta peningkatan masyarakat.
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Bidang pemadam kebakaran mempunyai fungsi :

a. penyiapan penyusunan rencana kerja bidang pemadam kebakaran;

b. penyiapan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis di bidang
pemadam kebakaran,;

c. penyiapan penyusunan standarisasi prosedur tetap di bidang
pemadam kebakaran;

d. penyiapan pengumpulan data sebagai bahan kajian penyelenggaraan
penyuluhan dan pencegahan di bidang pemadam kebakaran;

e. penyiapan  pembinaan, penkoordinasian  pengawasan  dan
pengendalian penyelenggaraan kegiatan penyuluhan dan
pencegahan;

f. penyiapan pengembangan, peningkatan peran serta masyarakat
dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran;

g. penyiapan laporan dan evaluasi kegiatan di bidang pemadam
kebakaran; dan

h. penyiapan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
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(1)

(2)

(1)

(2)

Pasal 16

Seksi Penyusunan Rencana Induk Proteksi Kebakaran mempunyai tugas
melaksanakan pembinaan, merencanakan dan koordinasi serta
mengawasi pengendalian program usaha-usaha yang berhubungan
dengan pencegahan kebakaran.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Seksi Penyusunan Rencana Induk Proteksi Kebakaran mempunyai

fungsi :

a. melaksanakan penyusunan pola pencegahan kebakaran dan
pendataan gedung rawan kebakaran;

b. melaksanakan peningkatan dan mengembangkan sistim metode
peralatan dan kemampuan personil dalam upaya pencegahan dan
penanggulangan kebakaran;

c. melaksanakan persyaratan teknis menentukan  sistim proteksi
kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan;

d. melaksanakan penyuluhan pencegahan dan penanggulangan
kebakaran;

e. melaksanakan permohonan ijin yang berhubungan dengan
persyartan pencegahan kebakaran dengan menerima dan meneliti
berkas-berkas;

f. melaksanakan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan
untuk perbaikan kedepan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku,;

g. melaksanakan pengawasan dan pengendalian bahan bakar
berbahaya (B3) yang mudah terbakar;

h. melaksanakan pengajuan bahan dan Peralatan Proteksi Kebakaran
di setiap Instansi atau Perusahaan;

i. melaksanakan pelaporan terhadap pelaksanaan setiap kegiatan
sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan;
dan

j- melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 17

Seksi Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran

mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian, perencanaan,

pembinaan, pengawasan dan pengendalian program usaha-usaha yang

berhubungan dengan pencegahan dan pemadam kebakaran.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Seksi Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran

mempunyai fungsi:

a. melaksanakan pembinaan dan petunjuk teknis kepada masyarakat
luas dan dinas atau instansi dalam rangka pencegahan dan

penanggulangan bahaya kebakaran;
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(1)

b. melaksanakan penghimpunan data sebagai bahan kajian
penyelenggaraan kegiatan penyuluhan dan peran serta masyarakat;

c. melaksanakan penghimpunan data sebagai bahan kajian
pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan pencegahan kebakaran dan
proteksi kebakaran dan instalasi gedung;

d. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam wilayah
kerjanya dalam rangka pencegahan dan penanggulangan bahaya
kebakaran;

e. melaksanakan koordinasi dengan instansi atau lembaga lainnya
terkait penyuluhan pencegahan bahaya kebakaran, pelatihan
personil dan kemitraan penanggulangan serta pencegahan
kebakaran;
melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pelaporan kegiatan;

g. melaksanakan pembinaan dan memfasilitasi proses hukuman
disiplin kepada bawahannya (secara berjenjang) yang melakukan
pelanggaran disiplin dengan berdasarkan pada peraturan
perundang-undangan yang mengatur tentang disiplin Pegawai
Negeri; dan

h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 18

Seksi Operasional Sarana dan Prasarana mempunyai tugas
melaksanakan urusan Pemerintahan, dan tugas pembantuan dibidang
pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan pemadam

kebakaran, penyelamatan dan evakuasi kebakaran.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Seksi Operasional Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi :

a. melaksanakan penyusunan rencana kerja seksi operasional
kebakaran mengacuh pada rencana strategi;

b. melaksanakan kajian, bahan perumusan kebijakan teknis,
standarisasi dan prosedur tetap di Seksi Operasional Sarana dan
Prasarana;

c. melaksanakan pengumpulan data sebagai bahan kajian
penyelenggaraan pembinaan, pengawasan dan pengendalian,
operasional kebakaran;

d. melaksanakan pembinaan, pengkoordinasian, pengawasan dan
pengendalian penyelenggaraan kegiatan pengendalian operasional
kebakaran;

e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian hydrant kebakaran
dan sumber air lainnya;

f. melaksanakan penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan

penyelenggaraan operasional, sarana dan prasarana;
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g. melaksanakan penyusunan sistem komunikasi informasi dan

petakan wilayah kebakaran;

h. melaksanakan penyusunan rencana kerja sarana dan prasarana

kebakaran mengacuh pada rencana strategis kerja;

melakasanakan kajian perumusan kebijakan teknis dan
mengumpulkan data sebagai bahan kajian penyusunan kebijakan
perencanaan, pengendalian dan evaluasi sarana dan prasarana,;
melaksanakan dan mengumpulkan data sebagai bahan kajian
penyusunan kebijakan perencanaan, pengendalian dan evaluasi

sarana dan prasarana,

k. melaksanakan pengoordinasian dan penyelenggaraan kegiatan

pembinaan, bimtek, pengawasan, dan pengendalian
penyelenggaraan pengadaan dan pemeliharaan sarana teknis
kebakaran;

melaksanakan penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan
penyelenggaraan seksi operasional dan sarana prasarana, teknis

kebakaran; dan

m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keenam
Unit Pelaksana Teknis Dinas
Pasal 19

Pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis

Dinas, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

(1)

(2)

(3)

(4)

Bagian Ketujuh
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 20

Pengisian Kelompok Jabatan Fungsional berdasarkan bidang keahlian
yang dibutuhkan dalam rangka ~menunjang tugas sesuai
kewenangannya.

Jumlah tenaga fungsional dan jenis jabatan fungsional sebagaimana
tersebut pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban
kerja yang dituangkan dalam Keputusan Bupati.

Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat
(1), diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Rincian tugas Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan peraturan

perundang-undangan.
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BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Morowali Utara.

Ditetapkan di Kolonodale
pada tanggal 10 April 2017

BUPATI MOROWALI UTARA,

TTD

APTRIPEL TUMIMOMOR

Diundangkan di Kolonodale
pada tanggal 10 April 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA,

TTD

YALBERT TULAKA

BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2017 NOMOR 12

TP, 19680602 199503 1 003
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